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Reformasi birokrasi salah satu cara yang tepat untuk membangun 
kepercayaan  rakyat. Reformasi birokrasi ialah suatu usaha perubahan pokok 
dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan 
keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. Ruang lingkup Reformasi birokrasi 
tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, namun juga terkait dengan 
perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku. Pendekatan 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di 
mana dalam proses penelitian yang digunakan berdasarkan teori yang relevan 
dengan permasalahan yang diteliti untuk menemukan solusi dalam permasalahan 
tersebut, penelitian dilakukan dengan analisis kualitatif murni karena dalam 
pelaksanaannya berlandaskan pada usaha mempelajari dan melakukan 
indentifikasi intrinsik terhadap fenomena-fenomena yang ada.  Implementasi 
standar operasional prosedur  yang komprehensif di lingkungan Balai 
Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Barat adalah implementasi tugas dan fungsi yang 
diturunkan secara tertulis dan detail sehingga setiap pegawai dalam melaksanakan 
kewajibannya sebagai aparatur sipil negara  dapat bekerja dengan maksimal dan 
memberikan kontribusi yang rill bagi terciptanya kineja pegawai yang optimal 
dalam kerangka good governance.  
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Sistem Pemasyarakatan bagi 
masyarakat umum lebih identik 
dengan “penjara” atau pembinaan 
oleh Lembaga Pemasyarakatan.  
Dalam kenyataannya, tugas pokok 
dan fungsi Sistem Pemasyarakatan 
juga mencakup pelayanan terhadap 
tahanan, perawatan terhadap barang 
sitaan dan barang rampsan negara, 
pengamanan, serta pembimbingan 
terhadap warga binaan 
pemasyarakatan dan klien 
pemasyarakatan. 
Oleh karenanya, sub-sub 
sistem dari Sistem Pemasyarakatan 
(yang kemudian disebut Unit 
Pelaksana Teknis Pemasyarakatan) 
tidak hanya Lembaga 
Pemasyarakatan yang melakukan 
pembinaan, namun juga Rumah 
Tahanan Negara untuk pelayanan 
tahanan (Rutan), Rumah 
Penyimpanan Barang Sitaan Negara 
(Rupbasan) untuk perawatan barang-
barang milik warga binaan atau yang 
menjadi barang bukti, serta Balai 
Pemasyarakatan (Bapas) untuk 
pembimbingan warga binaan dan 
klien pemasyarakatan. 
Secara filosofis 
Pemasyarakatan adalah sistem 
pemidanaan yang sudah jauh 
bergerak meninggalkan filosofi 
Retributif (pembalasan), Deterrence 
(penjeraan), dan Resosialisasi.   
Dengan kata lain, pemidanaan tidak 
ditujuan untuk membuat derita 
sebagai bentuk pembalasan, tidak 
ditujukan untuk membuat jera 
dengan penderitaan, juga tidak 
mengasumsikan terpidana sebagai 
seseorang yang kurang 
sosialisasinya.  Pemasyarakatan 
sejalan dengan filosofi reintegrasi 
sosial yang berasumsi kejahatan 
adalah konflik yang terjadi antara 
terpidana dengan masyarakat.  
Sehingga pemidanaan ditujukan 
untuk memulihkan konflik atau 
menyatukan kembali terpidana 
dengan masyarakatnya (reintegrasi).  
Cetak Biru Pembaharuan 
Pemasyarakatan (2010: 6). 
Dalam penelitian ini penulis 
akan mencoba menelusuri bagaimana 
petugas Pembimbing 
Pemasyarakatan melaksanakan tugas 
dan fungsinya dalam hal melakukan 
Penelitian Kemasyarakatan (litmas), 
Pendampingan, Pembimbingan dan 
Pengawasan sesuai dengan prosedur 
baku yang telah ditetapkan yaitu 
standar operasional prosedur yang 
merupakan salah satu  bagian penting 
dari pelaksanaan reformasi birokrasi 
di Pemasyarakatan. 
Berdasarkan uraian tersebut 
di atas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul 
“Analisis Implementasi Standar 
Operasional Prosedur Pembimbing 
Kemasyarakatan Dalam Reformasi 
Birokrasi Serta Dampaknya 
Terhadap Kinerja Balai 
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METODE PENELITIAN  
Pendekatan penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan kualitatif,  di 
mana dalam proses penelitian yang 
digunakan berdasarkan teori yang 
relevan dengan  permasalahan yang 
diteliti untuk  menemukan solusi 
dalam permasalahan tersebut. 
Alasan memilih pendekatan 
kualitatif karena hal ini berkaitan 
dengan konsep judul dan rumusan 
masalah yang dikemukakan pada 
pendahuluan yang mengarah pada 
fakta dan  implementasi standar 
operasional prosedur yang 
pelaksanaannya masih menjadi 
pertanyaan, serta bagaimana dampak 
secara mendalam terhadap kinerja 
petugas Pembimbing 
Kemasyarakatan pada Balai 
Pemasyarakatan Jakarta Barat.  
Informan dalam penelitian ini 
dibagi menjadi 2 (dua) yaitu key 
person atau key informan dan 
informan. Key informan merupakan 
kunci informasi  yang memiliki  
pengetahuan  yang lebih luas  dan  
mendalam  untuk  dapat memberikan 
keterangan dan   menjawab  
permasalahan  yang  diteliti  oleh  
penulis. Sedangkan informan adalah 
orang yang diperkirakan menguasai 
dan memahami data, informasi 
ataupun fakta  dari objek yang akan 
diteliti. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sebagaimana telah diuraikan 
pada pembahasan sebelumnya bahwa 
penelitian ini memfokuskan diri pada 
standar operasional prosedur (SOP)  
pada pelaksanaan tugas dan fungsi 
(tusi) petugas Pembimbing 
Kemasyarakatan (PK) Balai 
Pemasyarakatan Klas I Jakarta Barat. 
Adapun  
SOP yang akan dibahas 
sebanyak 22 (dua puluh dua) SOP 
yang menurut penulis merupakan 
SOP utama dari petugas PK yang 
merupakan penjabaran dari tugas  
dan fungsi utama PK yaitu;  
a. Membuat laporan penelitin 
kemasyarakatan (Litmas); 
b. Melakukan pendampingan; 
c. Melakukan pembimbingan; 
d. Melakukan pengawasan. 
Adapun 22  (dua puluh dua) 
SOP  tersebut adalah sebagai berikut; 
1. SOP Penerimaan Surat 
Permintaan Litmas 
2. SOP Penerimaan Klien Dari 
Lapas dan Rutan 
3. SOP Pengambilan Sidik Jari 
4. SOP Pengambilan Photo 
5. SOP Pencatatan Dalam Buku 
Register 
6. SOP Penunjukan Pembimbing 
Kemasyarakatan 
7. SOP Pembuatan Surat Tugas 
8. SOP Penggalian Data dan 
Informasi 
9. SOP Pelaksanaan Sidang TPP 
10. SOP Pengajuan Biaya 
Perjalanan  
11. SOP Pendampingan Upaya 
Diversi 
12. SOP Pendampingan Anak 
Dibawah Umur 12 Tahun 
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13. SOP Pelaksanaan Pendampingan 
Hasil Diversi 
14. SOP Pendampingan Di 
Pengadilan 
15. SOP Pelaksanaan Pendampingan 
Di Kepolisian 
16. SOP Pelaksanaan Asessmen 
17. SOP Penyusunan Laporan 
Pelaksanaan Program 
18. SOP Pelaksanaan Sidang TPP 
Untuk Program Bimbingan 
19. SOP Pelaksanaan Bimbingan 
Kepribadian 
20. SOP Pelimpahan Bimbingan 
21. SOP Pelaksanaan Pengawasan 
Hasil Diversi 
22. SOP Pengusulan Pencabutan 
Pembebasan Bersyarat 
Pemahaman Petugas Pembimbing 
Kemasyarakatan 
Berdasarkan hasil wawancara 
di atas dapat dikatakan bahwa 
pemahaman petugas pembimbing 
kemasyarakatan tentang standar 
operasional prosedur sudah baik, 
mengingat sebelumnya sudah ada 
yang disebut dengan prosedur tetap 
yang secara substantif hampir sama, 
perbedaannya terletak pada 
kejelasan, waktu yang dibutuhkan, 
dan adanya flowchart. 
Implementasi Standar Operasional 
Prosedur 
Sesuai dengan uraian di atas 
maka dapat dikatakan bahwa 
implementasi 22 (dua puluh dua) 
standar operasional prosedur yang 
terkait langsung dengan tugas dan 
fungsi Pembimbing Kemasyarakatan 
(PK) sudah dilakukan dengan cukup 
baik, dalam arti bahwa uraian 
kegiatan yang tertera pada bagian 
prosedur kegiatan cukup konsisten 
dengan pelaksanaan di lapangan. 
Efektifitas Standar Operasional 
Prosedur dalam Peningkatan 
Kinerja Pembimbing 
Kemasyarakatan 
Berdasarkan hasil wawancara 
di atas dapat disimpulkan bahwa 
penerapan standar operasional 
prosedur pada kantor Balai 
Pemasyaraktan Klas I Jakarta Barat, 
sudah cukup efektif, dalam 
pengertian bahwa efektifitas SOP  
sebagai pedoman atau acuan petugas 
Pembimbing  Kemasyarakatan dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi 
dirasakan cukup baik, output dalam 
SOP dapat tercapai dengan cukup 
baik, namun kalau efektitas 
pekerjaan dihubungkan dengan 
ketersediaan sarana dan prasana 
termasuk anggaran yang tersedia 
masih dianggap kurang, waktu yang 
ditentukan dalam SOP juga tidak 
efektif karena dalam kenyataannya 
masih banyak yang tidak sesuai. 
Berdasarkan semua 
wawancara yang diperoleh dapat 
disimpulkan bahwa kinerja pegawai 
Balai Pemasyaraktan terutama 
Pembimbing Kemasyaraktan sudah 
tergolong baik. Hal ini terlihat 
dengan ditunjukkannya kesesuaian 
antara hasil pekerjaan dan  tujuan 
yang telah ditetapkan lebih dahulu, 
ini berarti walaupun standar 
operasional prosedur yang ditetapkan 
masih terdapat kekurangan pada 
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uraian kegiatan, sarana prasana dan 
waktunya, namun pegawai tetap 
menunjukkan kinerja yang baik. 
Faktor-faktor Penghambat 
Implementasi Standar Operasioal 
Prosedur 
Format Standar Operasional 
Prosedur 
Berdasarkan hasil wawancara 
dketahui bahwa untuk memahami 
dengan baik format SOP berdasarkan 
peraturan Kementerian PAN dan RB 
butuh waktu yang cukup intensif, 
memahami alur kegiatan yang 
disimbolisasi dengan flowchart, 
penempatan nama petugas pelaksana 
di bagian atas,  termasuk keharusan 
adanya outout pada masing-masing 
kegiatan, hal ini memang 
membutuhkan perhatian yang lebih. 
Sarana dan prasarana 
Tidak maksimalnya 
pemenuhan terhadap sarana dan 
prasana sebagai pendukung utama 
bagi kelancaran pelaksanaan tugas 
dan fungsi seorang pembimbing 
kemasyaraktan menjadi faktor 
penghambat yang dianggap cukup 
signifikan. Pada setiap SOP dengan 
jelas dan tegas disebutkan kebutuhan 
atau persyaratan yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan tugas tertentu  
dan sayangnya kebutuhan ini yang 
belum dipenuhi dengan maksimal 
oleh pemerintah. 
Tingkat Pendidikan 
Pendidikan memiliki andil 
yang sangat besar dalam 
melaksanakan tugas, Semakin tinggi 
tingkat pendidikan seseorang, maka 
akan semakin tinggi pula kemudahan 
petugas dalam mengerjakan tugas 
yang diberikan.  Pendidikan petugas 
pada Balai Pemasyaraktan 
berdasarkan hasil wawancara dan 
data yang diperoleh menujukkan 
adanya perbedaan tingkat pendidikan 
yang cukup tinggi pada level semua 
jenjang pendidikan yang 
berimplikasi pada adanya tingkat 
pemahaman yang berbeda pula. 
Pendidikan dan Pelatihan 
Pendidikan dan pelatihan, 
sosialisasi, uji fungsi, uji petik, 
bimbingan teknis, atau konsultasi 
teknis adalah upaya-upaya 
peningkatan kepasitas (capacity 
building) yang harus diselenggarakan 
dan diberikan kepada petugas 
pembimbing kemasyarakatan, selain 
sebagai upaya upgrading 
pemahaman,  kecakapan, dan 
kemampuan juga untuk memberikan 
keseragaman dalam cara dan 
mekanisme pelaksanaan tugas 
Pengawasan 
Pelaksanaan reviu  terhadap  
implementasi SOP harus dilakukan 
secara berkala untuk mengetahui 
kelebihan dan kekurangan, sehingga 
upaya koreksi dan perbaikan untuk 
membuat standar yang lebih baik 
dapat diwujudkan. Pengawasan dari 
atasan langsung termasuk 
pengawasan dari kantor pusat 
melalui monitoring dan evaluasi 
harus dilakukan dengan lebih 
sistematis dan berhasil guna. 
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1. Pemahaman pembimbing 
Kemasyarakatan terhadap standar 
operasional prosedur sudah 
cukup baik, terutama dari uraian 
kegiatan yang dimulai dari input 
kegiatan sampai  dengan output 
kegiatan. Namun Pemahaman 
pada format standar operasional 
prosedur yang baku masih kurang 
terutama pemahaman pada 
flowchart.  
2. Implementasi standar operasional 
prosedur pelaksanan tugas dan 
fungsi Pembimbing 
Kemasyarakatan sudah 
dilaksanakan berdasarkan alur 
kegiatan, namun  dengan 
berbagai kekurangan, terutama 
dalam hal kurangnya pemenuhan 
terhadap sarana dan prasarana 
dan waktu yang dibutuhkan 
dalam menyelesaikan suatu 
kegiatan tidak sesuai dengan 
standar yang ada; 
3. Kualitas keilmuan dan kecakapan 
Pembimbing Kemasyarkatan 
kurang merata terutama 
kemampuan dalam mmelakukan 
Penelitan Kemasyarakatan 
(Litmas), menyusun  hasil 
penelitian, dan menyampaikan 
hasil Litmas tersebut di depan 
sidang Pengadilan anak; 
4. Efektifitas implementasi standar 
operasioal prosedur terhadap 
peningkatan kinerja pegawai 
Balai Pemasyarakatan cukup baik 
dalam hal dijadikannya SOP 
sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas dan fungsi; 
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